
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa penjabaran visi, misi dan program Gubernur Bengkulu

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Meuengah Daerah Provursi Benekulu ?ahu 2QL6-202L;

bahwa dalam pelaksanaannya terjadi perubahan yang

mendasar dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Pr,ovinsi Bengkulu serta $urat
Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Pereneanaan Fembangunan NasionallKepala Bappenas Nomor

050/4936/5., dan Nomor O43O/M.PPN/Lz/z0rc tangal 23

Desember 2OL6 tentang Fetunjuk Pelaksanaan Penyelarasan

RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 serta penyelarasan terhadap

5 (lima) Program Prioritas Provinsi Bengkulu;

bahwa berdasarkan Pasal 5O ayat (1) Perattrran Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Fembangunan Daerah, dalam hal terjadi perrrbahan yang

mendasar maka rencana pembangunan daerah dapat diubah;

b.

c.
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d. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan

sebagaimana tercantum pada huruf b, perlu dilakukan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Fembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O16-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

datam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan

Feraturan Baerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6-2O2L;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

UndangUndang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indoensia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 28281;

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem

Ferencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1A4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AAT tentang Rencana

Fembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OAT tentang Penataan

Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7

Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7251;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zA11 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (I,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun zOlL Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 523a1;

e.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun L967 dan

Pelaksanaan Femerintahan di Provinsi tsengkulu (Lernbaran

Negara Republik Indonesia TahunL968 Nomot 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Reacana Pembangunan Daerah {Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a817];

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Iadoaesia

Nomor 5887);

1 1 . kraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20 15 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 20A6 tentang

Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1 1 Nomor 31O);

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Penaerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tatacara knlrusunan, Pengendalian dan
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3l7li
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OO8

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjans Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 4), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15

Tahun 2013 tentang Peruba-han Atas Feraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2AO5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2013 Nomor 15);

l5.Perahrran Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1O

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah {Irmbaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O1O Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAI{YAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Meneta"pKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam krafi:ran herah Brwinsi gendaltu Nomor

6 Tahrrn 2OL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2At6-2O21 {Irmbaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di ubah sehingga berbunyi sebgai berikut:

Pasal 3

{U RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:
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A. BAB I

b. BAB II

C. BAB III

d. BAB IV

C. BAB V

f. BAB VI

g. BAB VII

h. BAB VIII

i. BAB IX

i. BAB x

Pendahuluan;

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Kerangka Pendaflaall;

Analisis Isu-Isu Strategis;

Visi, Misi, T\rjuan Dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah;

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang

Disertai Kebutuhan Pendanaan;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

(2) Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran yartg

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

{1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencarlaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD,

(a) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
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(5) Tata cara pqngendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat {4} dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang'undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarl

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Bengl<rlu'

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 12 September 2QLT

PTt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 12 September 2A77

Plt. SEKRSIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H.GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OI7 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKUW : {7 lLgL |?ALT.

BIRO HUKUM,
Salinan sesuai dengan aslinya

(r

.H.-M.H.
TK.I


